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I. UMUM 

 

Dewasa ini telah berkembang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, 

yang memungkinkan setiap pihak dapat melakukan aktivitas dan transaksi 

perdagangannya melalui sistem Komunikasi Elektronik. Pada dasarnya 

kebijakan dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

Perdagangan baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang 

dilakukan secara elektronik mempunyai tujuan yang sama, yakni 

melakukan kegiatan Perdagangan yang legal, jujur, dilandasi dengan 

prinsip persaingan usaha yang sehat serta  menghargai dan melindungi  

hak-hak konsumen. 

Demikian pula halnya dengan pihak-pihak ketiga (intermediary) yang 

terkait yang memberikan kontribusi sehingga secara teknis suatu aktivitas 

ataupun transaksi Perdagangan menjadi dapat dilakukan secara 

elektronik. Kerja sama antara para pihak terkait tersebut dalam suatu 

penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk transaksi Perdagangan harus 

dibangun dari semangat kerja sama yang saling menguntungkan dan 

bertanggung jawab secara tanggung renteng dan/atau bertanggung jawab 

secara proporsional kepada para pengguna sistem tersebut sesuai fungsi 

dan perannya masing-masing. 

Tidak berbeda dengan Perdagangan secara konvensional maka 

kegiatan dan transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus 
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memenuhi aspek kewajiban Perdagangan pada umumnya terutama 

kejelasan informasi baik unsur subyektif maupun obyektif. Hal tersebut 

mengamanatkan kejelasan legalitas dalam transaksi elektronik, baik 

sebelum terjadinya transaksi, pelaksanaan transaksi, dan pasca transaksi.  

Pengaturan Perdagangan pada umumnya telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan terhadap kegiatan 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diamanatkan untuk membuat 

pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur 

aktivitas perniagaan secara elektronik tersebut demi terselenggaranya 

sistem Perdagangan yang fair dan terpercaya serta melindungi kepentingan 

nasional. Berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah  

Nomor  71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik maka Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik mengatur aspek hukum Perdagangan dalam 

penyelenggaraan dan pemanfaatan Sistem Elektronik yang ditujukan 

khusus untuk Perdagangan. 

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup 

semua kegiatan Perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan 

berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang online 

maupun secara off-line. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum 

dalam konteks antara pelaku usaha (business to business) maupun pelaku 

usaha dengan konsumen (business to customer). 

Materi pokok pengaturan PMSE meliputi: 

a. pihak yang melakukan PMSE; 

b. persyaratan dalam PMSE; 

c. penyelenggaraan  PMSE; 

d. kewajiban Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; 

e. bukti transaksi PMSE; 

f. Iklan Elektronik; 

g. Penawaran Secara Elektronik, Penerimaan Secara Elektronik, dan 

Konfirmasi Elektronik; 

h. Kontrak Elektronik; 

i. perlindungan terhadap data pribadi; 

j. pembayaran dalam PMSE; 

k. pengiriman Barang dan Jasa dalam PMSE; 

l. penukaran Barang atau Jasa dan pembatalan pembelian dalam PMSE; 

m. penyelesaian sengketa dalam PMSE; dan 
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n. pembinaan dan pengawasan.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Huruf a 

Prinsip iktikad baik yaitu Pelaku Usaha dan Konsumen dalam 

melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib memiliki 

iktikad baik, dimana pelanggaran atas asas ini berakibat batalnya 

kesepakatan diantara para pihak, dengan tidak mengurangi atau 

mengabaikan hak-hak dari pihak yang memiliki iktikad baik dalam 

melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). 

Huruf b 

Prinsip kehati-hatian yaitu Pelaku Usaha dan Konsumen wajib 

bersikap hati-hati dalam melakukan Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik (PMSE), dimana segala informasi elektronik 

sehubungan dengan Pelaku Usaha, Konsumen, Barang dan/atau 

Jasa yang menjadi obyek Perdagangan serta syarat dan kondisi 

dari Perdagangan Barang atau Jasa melalui Sistem Elektronik 

wajib dipahami dengan baik. 

Huruf c 

Prinsip transparansi yaitu Pelaku Usaha dan Konsumen wajib 

secara transparan menyampaikan segala informasi elektronik 

sehubungan dengan Pelaku Usaha, Konsumen, Barang atau Jasa 

yang menjadi obyek Perdagangan serta persyaratan dan ketentuan 

dari Perdagangan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Elektronik 

wajib dipahami dengan baik. 

Huruf d 

Prinsip keterpercayaan yaitu Pelaku Usaha wajib membangun 

Sistem Elektronik dengan baik yang layak dipercaya demi menjaga 
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kepercayaan pengguna sistem terhadap Sistem Elektronik yang 

diselenggarakannya. 

Huruf e 

Prinsip akuntabilitas yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 

(PMSE) wajib dilakukan oleh para Pelaku Usaha dan Konsumen 

secara akuntabel dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan etika yang berlaku umum.  

Huruf f 

Prinsip keseimbangan yaitu Pelaku Usaha dan Konsumen wajib 

menjamin bahwa hubungan hukum yang dilakukan dilandasi oleh 

semangat untuk saling menguntungkan sesuai dengan harapan 

dan pengorbanan yang diberikan oleh masing-masing pihak. 

Huruf g 

Prinsip adil dan sehat yaitu adanya kesetaraan kesempatan dan 

kedudukan dalam kegiatan usaha antar Pelaku Usaha PMSE 

untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin 

adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama. 

 

Pasal 4 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Transaksi antara instansi penyelenggara negara atau 

penyelenggara pelayanan publik dilakukan sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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Selain itu, dalam konteks pengadaan Barang/Jasa yang 

menggunakan anggaran negara diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

 

Pasal 5 

Termasuk dalam Pelaku Usaha adalah penyelenggara jasa sistem 

pembayaran (payment gateway), namun demikian pengaturannya 

dilakukan secara khusus oleh instansi yang berwenang.  

Yang termasuk dalam lingkup pengertian Pedagang ialah Pelaku Usaha 

yang melakukan Penawaran Secara Elektronik baik melalui Sistem 

Elektronik yang dimiliki atau dikelolanya sendiri, maupun melalui sarana 

yang disediakan oleh pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar 

negeri. 

Penjual yang hanya menjual Barang dan/atau Jasa secara temporal dan 

tidak komersial tidak termasuk Pedagang. 

Yang termasuk dalam lingkup pengertian PPMSE ialah semua pihak yang 

menyediakan Jasa dan/atau sarana Sistem Elektronik sehingga 

memungkinkan suatu transaksi untuk kegiatan usaha PMSE dapat 

dilakukan. Pelaku Usaha tersebut menyelenggarakan jasanya dengan 

menyediakan sistem aplikasi untuk digunakan sebagai sarana 

Komunikasi Elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha Perdagangan 

dan/atau penyelesaian PMSE, meliputi berbagai model bisnis sistem 

penyelenggaraan PMSE. Model bisnis PPMSE antara lain: 

a. retail online atau Pedagang yang memiliki sarana PMSE sendiri;  

b. marketplace  atau  penyedia  platform/pelantar  sebagai  wadah  

dimana Pedagang dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa; 

c. iklan baris online yaitu suatu platform/pelantar yang mempertemukan 

penjual dan pembeli dimana keseluruhan proses transaksi terjadi 

tanpa melibatkan PPMSE; 

d. platform/pelantar pembanding harga; 

e. daily deals. 

Sarana Komunikasi Elektronik dapat berfungsi sebagai media informasi, 

komunikasi, penyelesaian transaksi, sistem pembayaran dan/atau sistem 

pengiriman Barang. 

Yang termasuk dalam lingkup pengertian Penyelenggara Sarana Perantara 

(intermediary services) ialah penyedia sarana sistem penelusuran 
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